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BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat
diberbagai bidang, merupakan usaha untuk dapat memperkecil/meniadakan
keterbelakangan dan kemiskinan yang masih dirasakan sebagian rakyat Indonesia
terutama masyarekat yang berdomisili di kelurahan/pedesaan.

Pada dasarnya Pembangunan Nasional bertujuan :Untuk mewujudkan suatu
masyarakat adil dan makmur })erdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan
rakyat dalam suasana perikehi‘dupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan
dinamis serta dalam lingkunga. pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib
dan damai.

Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah bersama-sama
dengan masyarakat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang : ekonomi,
politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan, dimana pelaksanaannya tetap
didasarkan atas azas pemerataan di seluruh pelosok tanah air.

Pembangunan juga merupakan suatu proses perubahan yang berkesinam-
bungan, tidak jarang dijumpai kesulitan-kesulitan bahwa kejanggalan di dalam

pelaksanaannya. Bukti-bukti menunjukkan bahwa perkembangan perdesaan selalu
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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sistem yang kurang adil, tidak adanya rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi
sehingga tidak rela menerima kekalahan maupun faktor lainnya.

Pengaturan pemilihan kepala desa secara langsung dapat ditemukan
pengaturannya pertama seka:li‘ dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor:
17 Tahun 1988 Tanggal 14 November 1988 Tentang Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa. Dalam era reformasi ini disebabkan tatanan pemerintahan desa
mengalami perubahan terlebih-lebih dengan keluarnya Undang-Undang No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian digantikan dengan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka
dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 ientang Desa.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam mengkaji isi skripsi ini maka perlu diberikan pengertian dan
penegasan judul. Judul yang diajukan adalah “Suatu Tinjauan Terhadap Partisipasi
Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 72 Tahun 2007 (Studi Pada Desa Kutambaru Maryke Kecamatan
Salapian Kabupaten Langkat)”.

Adapun pengertian atas ‘udul tersebut adalah:

- Suatu Tinjauan Terhadap berarti suatu pandangan kepada suatu objek tertentu.’

- Partisipasi Masyarakat adalah adalah gerakan masyarakat untuk terlibat dalam

? Dinas Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta,
UNIVER%?'?'BAgaI{ﬂﬁ%%N AREA
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Disebabkan keterbatasan waktu, peluang dan biaya maka dapat dibuat
beberapa alasan pemilihan judul penelitian :

1. Desa adalah sebuah sistem pemerintahan otonomi yang memiliki tanggung
jawab kepada Bupati, sehingga dalam aspek otonomi yang dimiliki desa
tersebut memiliki keterbatasan khususnya dalam menerapkan kebijaksanaan
yang tidak bersentuhan dengan keputusan dan kebijaksanaan Pemerintah
Kabupaten. Dari keadaan ini adalah suatu hal yang menarik untuk membahas

hubungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan keberadaan sistem
pemerintahan desa, khususnya daiam pengesahan kepala desa yang dihasilkan

dari pemilihan kepala desa.

2. Hal lainnya yang menarik adalah pemilihan kepala desa tentunya memerlukan
biaya. Bagaimana pengaturan perihal biaya ini adalah merupakan suatu telaah
yang sangat menarik.

3. Penulis juga merasa tertarik untuk membahas pemilihan kepala desa ini dengan
dasar Hukum Administrasi Negara.

C. Permasalahan

Permasalahan adalah merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penelitian.

Dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang

lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada pembahasan hal yang di luar

permasalahar.
Adapun permasalahan yang diajukan dalam penclitian ini adalah :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini , perencanaan penulisan dilakukan sebagai

berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan
Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa,
Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika
penulisan.

BABII. DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2004
Dalam bab kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Umum
tentang Desa, Sejareh Pemerintahan Desa di Indonesia, Desa Sebagai
Bagian Dari Sistiem Administrasi Negara, Pengertian Kepala Desa dan
Fungsi dan Pengaturan Kepala Desa.

BAB 1II. PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DESA
Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan tentang : Pengertian
Pemilihan Kepala Desa, Sistem dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa,

Pengertian Partisipasi Masyarakat serta Bentuk dan Jenis Partisipasi

UNIVERSITAS MERAN ARFA
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1. Kesatuan wilayah yang dihuni oieh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem
pemerintahan sendiri.

2. Kelompok rumah diluar kota yanig merupakan satu kesatuan.

3. Udik/dusun (daerah pedalaman sebagai lawan kota)

Dari beberapa pengertian tentang Desa tersebut dapat disimpulkan bahwa
desa merupakan suatu wilayah diluar perkotaan yang didiami oleh sekumpulan
orang sejak beberapa waktu lampau dan mempunyai kebiasaan tertentu yang
disebut adat, mempunyai sisiem pemerintahan sendiri dan masyarakatnya sebagian
besar menggunakan tanah sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
misalnya saja bertani dan berkebun.

Penamaan/istilah Desa, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya
masyarakat setempat seperti marga, nagari, kampung, desa, dusun dan sebagainya

dan susunan asli tersebut bersifat istimewa.

Pengaturan mengenai Pemerintahan Desa telah terjadi pergeseran
kewenangan sehingga Pemerintzh Pusat dan Pemerintah Daerah tidak lagi campur
tangan secara langsung tetapi bersifat, fasilitator yaitu memberikan pedoman,

arahan, bimbingan, pelatihan dan termasuk pengawasan representatif terhadap

Peraturan Desa dan APBD.
Susunan Organisasi Pemerintahan Desa atau disebut nama lain sesuai

dergan kondisi sosial budaya masyarakat dan perangkat desa. Perangkat Desa
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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desa, dengan dikeluarkannya Undang-undang Pemerintahan Desa tersebut.
Institusi-institusi yang diseragamkan tersebut seperti Nagari di Suniatera Barat,
Pekon di Lampung, Marga di Sumatera Selatan, Banua di Kalimantan Barat, Huta
atau Kuta di Swnatera Utara atau Kampong di sejumlah daerah Kalimantan
selanjutnya dihapuskan.

Selanjutnya, desa disebat sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh
sejumlah penduduk sebagai kesaiuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di
bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2
UUPD, desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah
penduduvk dan syarat-syarat lain yang ditentukan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri. Akan halnya unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalam desa,
telah ditetapkan oleh UUPD yakni :

a) Kepala desa dan

b) Lembaga Musyawarah desa.

Keluarnya TAP MPR tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menetapkan kebijakan negara atas
pelaksanaan otonomi daerah secara efektif yang diikuti dengan lahimya UU

UNIVERgrhafinddHan NDABdah dar UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang Document Accepted 16/7/24
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tersendiri, yakni Bab XI yang meliputi pasal 93 sampai dengan pasal 111.
Undang-undang Pemerintah Daerah kemudian memberikan batasan tentang
desa sebagai Desa atau yang disebut dengan nama lainnya, yaitu Kkesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
Menelusuri pengaturan aspek desa di dalam UU No. 32 tahun 2004 yang
berkaitan dengan kekayaan maupun kewenangan desa, tidak dijelaskan apa saja
yang menjadi kekayaan desa. Sebalik;ya yang dijelaskan adalah sumber
pendapatan desa yang terdiri dari pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah
kabupaten, provinsi maupun pusat, bantuan dari pihak ketiga dan pinjaman desa.
Di dalam pendapatan asli desa disebutkan bahwa sumber pendapatan desa
diantaranya meliputi usaha desa dan kekayaan desa (Pasal 107).
Sementara itu berkaitan dengan kewenangan desa, Pasal 99 menyebutkan
bahwa kewenangan desa mencakup:
a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum
dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah
Kabupaten. Kewenangan desa tersebut selanjutnya diatur dengan peraturan
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masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat...”. Dengan demikiaa, sekali lagi, Kepmendagri di atas justru akan
memunculkan persoalan bagi desa dalam pengembangan kebijakan yang paling
tepat dan bermaniaat bagi mercka. Bahkan pada batas-batas tertentu, apabila kita
mempelajari berbagai perda tentang desa, bisa jadi akan terjebak pada
“pembunuhan karakter dari suatu desa secara perlahan-lahan”, yang berakibat pada
hilangnya karakteristik desa dan pola hidup masyarakatnya sebagaimana yang

telah dilakukan pada saat pemberlaknan UU No. 5 Tahun 1979 tentang

Pemerintahan Desa.

C. Pengaturan Tentang Desa

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Bab I Pasal 1 : 12, Desa atau
yang disebut dengan nama lain, selanjutnya dilsebut desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dalam sistem Pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desz Disebutkan “Desa atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
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mengurms kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui aan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia”.

Pada pendiri negara dari sejak awal menyadari bahwa Indonesia yang
wilayahnya terdiri dari ribuan pulau dan kepulauan serta penduduknya terdiri dari
ratusan suku bangsa, tidak mungkin dikelola secara sentralistik. Dengan perkataan
lain, otonomi bagi kesatuan masyarakat hukum yang sudah ada sebelum negara
Indones:a terbentuk merupakan suatu keharusan. Prinsip dasar tersebut kemudian
dituangkan ke dalam konstitusi yang menjadi pedoman dasar dalam
menyelenggarakan kehidipan berbangsa, bernegara, dan berpemerintshan,

Sejarah pemerintahan di Indonesia telah mengalami pasang naik dan
pasang surit, sebagai gambaran sebuah dinamika. Sampai saat ini setidaknya
sudah ada enam undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah,
mnulai dari UU No. 1 Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957,
UU No. 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1974, serta sekarang yang berlaku yaitu
UU No. 32 Tahun 2004. Akan tztapi permasalahan yang berkaitan dengan otonomi
daerah nampaknya tidak pernah selesai.

Ketentuan yang mengatur tentang Pemerintah Desa pada Bab XI dari Pasal
92 s/d Pasal 110 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah menggantikan Undang-
Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Perubahan ini sangat

mendasar, karena secara filosofis memiliki makna pengakuan akan
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keanekaragaman nilai dan pranata yang khas dalam bangsa bangsa Indonesia yang
majemuk. Hal ini sangat sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar
1945 Penjelasan Pasal 18, bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ini mengakui, menghormati serta mengingat asal usul desa
yaug bersifat istimewa. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979,
yang menjadi sasaran adalah penyeragaman bentuk, susunan, dan kedudukan
pemerintah desa secara nasional yang disemangati jiwa sentralisasi.
Konsekensinya, pranata khas daerah tergusur berikut sistem nilai dan pemimpin-
pemimpinnya.

Nilai-nilai daerah yang khas yang diwariskan dari generasi ke generasi
terscbut, dan pemimpin-pemimpin lokalnya kehilangan kewibawaan karena
dihilangkan wewenangnya. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ini
keberadaan pranata khas daerah seperti nagari, hutan, kampung, bori dan marga
dapat difungsikan kembali jika masyarakat setempat menghendakinya, diatur
dalam Pasal 92 (1) dan ayat (2) hal ini dilandasi pemikiran pengakuan dan
penghargaan keanekaragaman, peningkatan peran dan partisipasi otonomi
masyarakat, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Wilayah pedesan mempunyai ciri-ciri tertentu sehingga dapat dengan
mudah dibedakan dari wilayah perkotaan. Jumlah tanah yang ada di desa sangat
luas sehingga perbandingan antara tanah dan manusia cukup besar. Luasnya tanah

yang ada di desa mengandung potensi sumberdaya alam yang sangat besar. Hal ini
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menyebabkan masyarakat desa benar-berar hidup dari alam, karena alam mampu
memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan hasil pertanian tersebut boleh dikatakan
berlebihan untuk orang dera, sehingga sebagian besar dikirim ke kota.

Mata pencaharian penduduk di desa identik dengan pertanian, kalaupun ada yang
mempunyai mate pencaharian lain, hal itu hanyalah merupakan sambilan saja. Bila
tiba masa panen maka pekerjaan sambilan tersebut akan ditinggalkan dan mereka
kembali bergelut dengan pertanian. Dapat dikatakan lapangan pekerjaan yang ada
di desa adalah agraris.

Pada saat masa panen tiba, seluruh penduduk desa baik yang memiliki
lahan pertanian maupun yang tidak, akan bersama-sama bekerja menggarap hasil
panen sehingga dari sinilah timbul rasa persaudaran yang erat, yang biasa disebut
gotong- royong. Rasa gotong-royong ini begitu melekat dalam kehidupan orang
desa dalam melakukan berbagai kegiatan. Ada yang mengatakan bahwa rasa
gotong royong itu timbul karena pada mulanya desa terbentuk oleh sekumpulan
orang yang bersama-sama menempati suatu daerah tertentu, lalu mereka tumbuh
dan berkembang bersama-sama sejak beberapa keturunan sehingga timbullab rasa
senasib sepenanggungan dan persaudaraan yang erat diantara mereka. -

Penyebaran penduduk di setiap desa yang ada di Indonesia pada umumnya
tidak sama. Untuk dJesa-desa yang ada di Pulau Jawa, umumnyz jumlah
penduduxnya lebih padat dibandingkan dengan jumlah penduduk desa-desa yang
berada di luar pulau jawa. Sehingga keadan seperti ini menimbukan masalahnya
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keanekaragaman nilai dan pranata yang khas dalam bangsa bangsa Indonesia yang
majemuk. Hal ini sangat sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar
1945 Penjelasan Pasal 18, bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ini mengakui, menghormati serta mengingat asal usul desa
yang bersifat istimewa. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979,
yang menjadi sasaran adalah penyeragaman bentuk, susunan, dan kedudukan
pemerintah desa secara nasional yang disemangati jiwa sentralisasi.
Konsekensinya, pranata khas daerah tergusur beﬁkut sistem nilai dan pemimpin-
pemimpinnya.

Nilai-nilai daerah yang khas yang diwariskan dari generasi ke generasi
tersebut, dan pemimpin-pemimpin lokalnya kehilangan kewibawaan Kkarena
dihilangkan wewenangnya. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ini
keberadaan pranata khas daerah scperti nagari, hutan, kampung, bori dan marga
dapat difungsikan kembali jika masyarakat setempat menghendakinya, diatur
dalam Pasal 92 (1) dan ayat (2) hal ini dilandasi pemikiran pengakuan dan
penghargaan keanekaragaman, peniungkatan peran dan partisipasi otonomi
masyarakat, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Wilayah pedesan mempunyai ciri-ciri tertentu sehingga dapat dengan
mudah dibedakan dari wilayah perkotaan. Jumlah tanah yang ada di desa sangat
luas sehingga perbandingan antara tanah dan manusia cukup besar. Luasnya tanah

ang ada di desa mengandung potensi sumberdaya alam sangat besar. Hal ini
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masing-masing. Desa dengan kepadatan penduduk yang tinggi mempunyai
masalal. dengan pembagian-lahen dimana setiap orang mendapat lahan yang
sempit. Sedangkan desa dengan kepadatan penduduk yang rendah memunyai
masalah dengan kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola lahan mereka
yang sedemikian luasnya, sehingga banyak lahan yang terbengkalai.

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa, yang bertugas untuk memimpin
penyelenggaraan pemerintahan di desanya. Kepala desa bertanggung jawab
terhadap pembangunan di desainya seorang kepala desa adalah penduduk setempat
yang telah dikenal baik cleh masyarakat setempat. Negara Kesatuan Republik
Indonesia terbagi habis o.eh sejumlah desa, berarti kesuksesan pembangunan desa
mendukung suksesnya pembangunan nasional. Telah disebutkan sebelumnya,
kehidupan di desa sangat bergantung pada alam karena alam mampu memenuhi
kehidupan orang-orang desa, bahkan orang-orang kota pun hidup dari hasil
pertanian yang ada di desa. Lahan yang ada dikota habis untuk dijadikan
perumahan dan perindustrian.

Pembangunan desa dan masyarakatnya merupakan salah satu faktor
pendukung dalam pembangunan daerah (sebagaimana disebutkan dalam Arah
Kebijaksanaan Nasional Dalam Pembangunan daerah menyongsong repelita VII)
Pembangunan desa dan masyarakat perdesaan terus didorong melalui peningkatan
kerterpaduan pambangunan sektoral, pembangunan kemampuan sumber daya

UNIaR65T pethanidbthRBAmber daya alam dan peningkataan perubahan masyarakat
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tradisional ke struktur sosial ekonomi masyarakat yang semakin maju.
Kemnmpuan masyarakat desa berproduksi dan memasarkan. hasil
produksinya perlu didukung dan ditingkatkan melalui penataan kelembagaan dan
perluasan serta diversifkasi usaha agar makin mampu mengarahkan dan
memanfaatkan dana dan daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya.
Pembangunan sarana dan prasaruna perekonomian termasuk koperasi dan lembaga
keuangan ditingkatkan agar mampu berperan aktif dalam pengembangan ekonomi
rakyat dan makin meningkatkan kemandirian masyarakat perdesaan dalam
pembangunan. Bila hal ini diterapkan di setiap desa pembangunan daerah akan

berhasil dan pada akhirnya mencapai keberhasilan pembangunan nasional.

D. Desa Sebagai Bagian Dari Sistem Administrasi Negara

Sebagai suatu sistem keilmuan administrasi pedesaan dan sebagai obyek
studi di dalam administresi negara yang bersifat comperative, melanjutkan nilai-
nilai, ukuran-ukuran serta norma-norma daripada tata dan perilaku yang diajarkan
oleh Administrasi Negara.

Sesuai kedudukan administrasi negara sebagai suatu cabang dari sistem
keilmuan, dalam segala tinjauan serta perilakunya, senantiasa berpedoman kepada
sudut pandangan serta logis, rasional dan obyektif. Sedang sebagai suatu sistem
keiimuan mengajarkan kepada kita teori-teori serta perilaku yang berprinsip kepada
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keilmuan, memberikan konsep-konsep serta jajaran perilaku administratif yang
bersifat teoritis dan empiris. Sedang administrasi pemerintahan dalam hal ini
pemerintahan desa adalah merupakan bidang dimana teori-teori pola administrasi
yang bersangkutan diterapkan di dalam organisasi pemerintahan desa.

Dan memang kenyataan praktek menunjukkan bahwa para pejabat
pemerintahan/pimpinan negara sangat berkepentingan untuk mengembangkan
perilaku administratif di dalam lapangan administrasi pemerintahan, sebagai salah
satu sarana untuk mengatur kehidupan bernegara serta mencapai tujuan negara
ialah masyarakat yang adil dan sejahiera, yang merata bagi seluruh rakyat negara
dengan berpedoman kepada ide Pancasila.

Dalam usaha melangkah lebih lanjui guna memperoleh pengetahuan yang
jelas mengenai obyek studi, pengamatana tentang administrasi pemerintahan desa
akan merupakan salah satu bagian yang penting di samping usaha melakukan
pengamatan tentang dinamika masyarakat pedesaan dalam menanggapi tekanan
perilaku badan pemerintahan tingkat desa, sebagai pelaksana dari pada
kebijaksanaan pemerintah seria segala usaha guna peningkatan kesejahteraan
masyarakat pedesaan yang bersangkutan.

Mengingat bahwa dalam masing-masing kesatuan masyarakat pedesaan
tidak hanya beroperasi organisasi Badan Pemerintahan Desa semata-mata, akan
tetapi terdapat bermacam-macam organisasi lain baik formal maupun informal,
diantara badan-badan lainnya yang menonjol ialah organisasi-organisasi dari

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapurk%%%gg f:zrignllJP}igggssilti%srygr%%nalégﬁﬁll6/7/24



Dina Sinulingga - Suatu Tinjauan Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan .....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapurk%%%gg i rignlllPrigggssilti%srygr%%naéggﬁll6/7/24



25

Dina Sinulingga - Suatu Tinjauan Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA

A. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara
Republik Indonesia yang memenuhi persvaratan dengan masa jabatan 6 (enam)
tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan
hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)
oleh penduduk desa setempat. Usia minimal Kepala Desa adalah 25 tahun, dan
Kepala Desa haruslah berpendidikan paling rendah SLTP, penduduk desa
setempat. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitian
Pemilihan, dimana dibentuk oleh BPD, dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat
desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dimengerti pemilihan kepala desa adalah
salah satu bentuk wujud demokrasi pada level pemerintahan terendah yaitu desa
dalam hubungannya dengan pemilihan dari kalangan masyarakat desa sendiri

tentang siapa yang akan menjadi kepala pemerintahan desa itu sendiri.
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k. Penetapan calon terpilih;
. Pengesahan pengangkatan;
m. Pelantikan;

n. Sanksi pelanggaran;

o. Biaya pemilihan.

B. Sistem dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

1. BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) brilan sebelum
berakhirnya masa jabatan kepala desa.

2. Kepala Desa dipilih iangsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi
syarat; Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil; Pemilihan Kepaia Desa dilaksanakan melalui tahap pencaionan dan
tahap pemilihan.

3. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia

- Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga
kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.Panitia pemilihan melakukan
pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan,

melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan

Kepala Desa kepada BPD.
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4. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon
Kepala Desa sesuai persyaratan. Bakal Calon Kepala Desa yang telah
memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

5. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat
diter.apat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat
setempat.

6. Calon Kepala Desa dapat, melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat setempat; Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih
adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak; Panitia Pemilihan
Kepala Desa melaporkan hash pemilihan Kepala Desa kepada BPD; Calon
Kepala Desa Terpilih sebagaimana dirnaksud pada ayat; ditetapkan dengan
Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia
Pemilihan.

7. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota
melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.

8. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung
tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

9. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas)
hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
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keteguhan diri (self-determination,) serta terbangunnya kontrol dan inisiatif

masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya untuk pembangunan.

Jika dicermati, makna partisipasi berbeda-beda menurut mereka yang
terlibat, misalnya antara pengambil kebijakan, pelaksana di lapangan, dan
masyarakat. Para ahli telah mampu membuat pengklasifikasian partisipasi.
Misalnya, ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya ada tujuh karakteristik
tipologi partisipasil, yang berturut-turut semakin dekat kepada bentuk yang ideal.
yaitu:

1. Partisipasi pasif atau manipulatif. Ini merupakan bentuk partisipasi yang paling
lemah. Karakteristiknya adalah masyarakat menerima pemberitahuan apa yang
sedang dan telah terjadi. P:ngumuman sepihak oleh pelaksana proyek tidak
memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program. Informasi
yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok
sasaran pelaka.

2. Partisipasi informatif. Masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian
untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi
proses penelitian. Akurasi hasil penelitian, tidak dibahas bersama masyarakat.

3. Partisipasi konsultatif. Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi,

sedangkan orang (uar mendengarkan, menganalisa masalah dan pemecahannya.

UNIVEREM m Aﬁﬁlm untuk pembuatan keputusan bersama. Para profesional
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tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai
masukan) untuk ditincaklanjuti.

4. Partisipasi insentif. M_asfgygrakat memberikan korbanan dan jasa untuk
mempe;oleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalar proses
pembelajaran atau eksperimen-cksperimen yang dilakukan. Masyarakat tidak
memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan.

5. Partisipasi fungsional. Masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian
proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap
awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap
menunjukkan kemandiriannya.

6. Partisipasi interaktif. Masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan
kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan. Cenderung
melibatkan metoda interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam
proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran
untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga
memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.

7. Mandiri (self mobilization). Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara
bebas (tidak dipengaruhi cleh pthak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai
yang mereka junjung. Mereka mengzmbangkan kontak dengan lembaga-

UNIVERSPR283 /AR ik ymendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumber
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jika ada proyek dengan kucuran dana dari atas. Dalam tiga dasawarsa belakangan
ini telah diperoleh sebuah spektrum makna dan semangat baru untuk melakukan
partisipasi secara berbeda. Konsep partisipasi komunitas (community participation)
berbeda secara esensial dengan partisipasi politik. Akhir-akhir ini telah lahir
konvergensi antara hasrat pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan
implementasinya dengan terciptanya good governance. Telah diupayakan mencari
berbagai bentuk baru partisipasi yang bersifat lebih langsung. Intinya adalah
bagaimana masyarakat dapat memperngaruhi pemerintah dan memaksa mereka
agar lebih accountable.

Ada perubahan bentuk dan tekanan pada demokrasi, sebagaimana tabel
berikut:

Dari Menuju

Pemanfaat (beneficiary) Warga nergara (citizen)

Diimplementasikan dalam proyek- Masuk ke lingkup kebijakan
proyek

Berbentuk konsultasi (consultation)  Berbentuk pengambilan
keputusan(decision-making)

Lebih sebagai pendekatan Lebih nyata, karena menekankan pada

(appraisai) implementasi.
Pada level mikro Level maknro
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Dailam aktifitas 1iset, juga dikenal pendekatan partisipatif. Partisipasi dalam
“kajian bersama” diinterpretasikan sebagai upaya untuk menghargai hak asasi
setiap subyek, memberi mereka peluang untuk mengenali dan menyatakan pilihan
dan nilai-nilai mereka, memberdayakan schingga mampu berkembang rﬁenjadi
manusia yang utuh, serta mengbindarkan dari kehilangan kedaulatan terhadap
nilai-nilai mereka. Partsisipasi epistemik riset sangat penting, karena:

(1) Validitas proposisi mengenai pengalaman orang yang dihasilkan oleh suatu
kajian diragukan jika tak punya dasar dalam pengalaman si peneliti.

(2) Cara yang paling teliti untuk mencapai validitas itu adalah jika si peneliti
mendasarkan pernyataan-pernyataannya langsung dari pengalaman sendiri,
sebagai sesama subyek yang siap untuk saling berbagi informasi, dimana
pengalaman itu sendiri inencakup suatu pengetahuan yang berasal dari
partisipasinya; dan

(3) Hal itu menjadikan peneliti mengetahui bukan saja bentuk-bentuk luar yang
ditampilkan dalam perilaku orang perorang atau dalam perilaku kolektif, tapi
juga mengenal ikatan-dalam, dampak dan raga, serta kesadaran dari bentuk-
bentuk tersebut.

Dikenal pula partisipasi dalam monitoring dan evaluasi (Participatory
monitoring & evaluation = PM&E), yaitu proses dimana para stakeholders pada
berbagai level terlibat dalam kegiitan monev dalam proyek atau kebijakan tertentu.

UNRGRpddes MDA kdifb] terhadap materi serta dalam proses dan hasil, sehingga
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aksi yang tepat akan lebih terjamin. Dengan fokus kepada keterlibatan aktif dari
pelaku utama (primary stakeholders), maka tidak hanya akan dapat mengukur
secara tepat keefektifan proyek, namun juga untuk terbangunnya rasa memiliki dan
pemberdayaan uniuk pihak penerima (beneficiaries), membangun akuntabilitas dan
transparansi, dan mengambil peran untuk berjalannya proses yang tepat untuk
meningkatkan kinerja danhasil.

Pendekatan PM&E tidak lagi sebagaimana monev yang konvensional,
dimana ahli dari luar datang untuk mengukur keinerja berdasarkan indikator yang
sudah baku, serta prosedur dan alat yang standar. PM&E berupaya melibatkan (to
engage) pihak-pihak stakeholders utama untuk lebih aktif dalam merefleksikan dan
mengukur (assessing) kemajuan poyek mereka dan terutama dalam hal pencapaian
hasil. Prinsip utama PM&E adalah:

(1) Stakeholders utama adalah partisipan yang aktif, tidak hanya sebagai sumber
informasi,

(2) Membangun kemampuan masyarakat setempat untuk melakukan analisa,
merefleksikan dan ambil bagian,

(3) Terjadinya proses belajar bersama (joint learnirg) dari seluruh stakeholders
pada berbagai level, dan

(4) Adanya komitmen untuk terciptanya proses yang lebih tepat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa
Kutambaru Maryke Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat cukup besar
dan dengan partisipasi ini maka hasil pemilihan kepala desa memiliki
kekuatan hukum, karena diikuti oleh semua masyarakat yang berhak
memilih. Selain itu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan
kepala desa di Desa Kutambaru Maryke Kecamatan Salapian Kabupaten
Langkat dapat mengurangi tingkat perselisihan yang timbul, karena
masyarakat adalah pengawas yang langsung dalam proses pemilihan kepala

desa.

38

Hambatan dalam pemilihan kepala desa di Desa Kutambaru Maryke
Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat adalah kurangnya partisipasi
masyarakat desa yang sedang berada di luar daerah, serta adanya ketentuan
administrasi kependudukan yang kurang dimiliki oleh hak pemilih seperti
KTP dan KK sehingga sewaktu pelaksanaan pilkades hanya didasarkan

kepada bukti lisar. saja bahwa benar pemilih adalah warga Desa Kutambaru
e
Maﬁfke. '
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